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ABSTRAK

Berawal dari maraknya pemberitaan mengenai overkapasitas atau kelebihan
hunian hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia,
seringkali menimbulkan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak Narapidana
selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal sesuai dengan apa yang
tercantum dalm Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
jelas menyatakan bahwa Narapidana tetap memilki hak-haknya selama menjalani
masa pidananya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud bahwa Hak Asasi
Manusia tanpa terkecuali juga berlaku bagi Narapidana. Dalam hal ini,
pembahasan hanya akan terfokus pada pemenuhan hak Narapidana dalam hal
mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan. Pengaturan
lebih lanjut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adapun penelitian
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba yang telah terbukti
mengalami overkapasitas.

Penelitian yang digunakan adalah dengan metodr pendekatan Yuridis-Sosiologis
yang mana Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau
lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas
Il A Salemba. Dalam menyusun Penulisan Hukum ini digunakan perpaduan
antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field
research). Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur
yang relevan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk
penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi, angket atau kuesioner,
wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemenuhan hak Narapidana dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak Narapidana dalam hal menyampaikan
keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba sudah terpenuhi dengan
baik.

Kata Kunci : Narapidana, Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Hak
Menyampaikan Keluhan, Overkapasitas (Overcapacity), Lembaga
Pemasyarakatan
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BAB |
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang
semata-mata karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia didasarkan
pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-
haknya. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak dapat
dicabut dalam keadaan apapun. Hak asasi manusia merupakan alat untuk
melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Sehingga
hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan
tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak
dilanggar.® Indonesia adalah salah satu Negara yang mengakui dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia
yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan.

Di Indonesia, hak asasi manusia didefinisikan dalam piagam Hak Asasi
Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 berbunyi:?

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

*https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf diakses pada tanggal 5 Mei
2017 pukul 09.36 WIB
? Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
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Adapun pelaksanannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus
diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara. Sehingga dalam hal
ini berlaku pula bagi semua orang termasuk berlaku juga bagi narapidana.
Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama
ia tinggal dan berada di Lembaga Pemasyarakatan. Mengacu pada ayat (7)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang
dimaksud dengan narapidana itu sendiri adalah terpidana yang menjalani
pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, yang
dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Adapun jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia telah diatur di dalam

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:®

1. Pidana pokok (Hoofdstraffen), terdiri atas:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda;
e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan (Bijkomende Straffen), terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Penyitaan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.

Dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis
pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana
kurungan. Dilihat dari sifatnya yaitu menghilangkan dan atau membatasi

¥ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10
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kemerdekaan bergerak. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan
menempatkan terpidana dalam suatu tempat yang dikenal dengan istilah
lembaga pemasyarakatan menyebabkan terpidana tidak bebas keluar
masuk dan wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan
tata tertib yang berlaku selama berada didalam.* Sehingga yang dimaksud
dengan “hilang kemerdekaan” ialah terjadinya perampasan hak
kemerdekaan secara paksa yang dilakukan melalui proses peradilan.
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pidana Dan
Pemidanaan Di Indonesia” menyatakan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan
kemerdekaan”.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya

dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.’

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dalam pertimbangannya dikatakan:

“pbahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan
dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi
dalam satu sistem pembinaan yang terpadu”

Seringkali ditemukan persoalan dimana narapidana yang menjalani masa
hukuman di Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan dianggap
tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak
manusiawi karena dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun
kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Rumah
Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Padahal Lembaga
Pemasyarakatan itu sendiri merupakan suatu bentuk organisasi yang secara
kolektif yang dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan oleh

petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap mereka yang dianggap

* http://erepo.unud.ac.id/11019/3/a0106dalb69eade608ce2e46343d396d.pdf diunduh pada tanggal
15 Juni 2017 Pukul 12.25 WIB

®> Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta,
1993, him. 36.
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berperilaku tidak benar, dan memiliki tujuan sebagai tempat pembalasan
dan penjeraan bagi pelaku kejahatan yang kemudian tujuan tersebut
berubah menjadi tempat pembinaan bagi para pelaku kejahatan sehingga
mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.® Adapun mengenai hak-hak
narapidana sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 14 Undang-undang
Nomor 12 tahun 1995, antara lain:’

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f.  Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;

0. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h.  Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi;

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;

k. Mendapat pembebasan bersyarat;

I.  Mendapatkan cuti menjelang bebas;

m. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dengan adanya Pasal 14 huruf d dan e, maka dalam hal ini yang akan
menjadi pembahasan hanya fokus pada pemenuhan hak narapidana untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan serta hak untuk menyampaikan
keluhan. Untuk itu, terkait dengan hak-hak tersebut diatur pula dalam
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dalam Peraturan pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 mengatur mengenai hak Narapidana untuk memperoleh
pelayanan kesehatan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini
menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakukan yang sama,
pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi. Di dalam Lembaga

Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi

®Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT.Pradnya
Paramita, Jakarta, 1986, him. 73.
" Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14
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narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanaan kesehatan yang
optimal.®> Sehingga, bagi narapidana yang sedang menjalani masa
pidananya di Lembaga Pemasyarakatan diberikan hak pelayanaan
kesehatan yang sama yaitu setiap Lembaga Pemasyarakatan harus
menyediakan poliklinik serta fasilitas dan minimal satu orang tenaga
kesehatan lainnya. Kemudian, pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter
Lembaga Pemasyarakatan. Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan paling
sedikit satu kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
Apabila narapidana memiliki keluhan mengenai kesehatannya, maka
dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan wajib
melakukan pemeriksaan. Sedangkan, pada Pasal 26 dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang pemenuhan hak
narapidana dalam hal menyampaikan keluhan. Terkait penyampaian
keluhan memang tidak diatur secara jelas mengenai tata cara penyampaian
dan penyelesaian keluhan tersebut. Pasal 26 hanya menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan keluhan adalah hal-hal yang dirasa dapat
mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang dapat disampaikan
secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga
Pemasyarakatan. Keluhan dapat disampaikan kepada Kepala Lembaga

Pemasyarakatan.®

Dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana tersebut seringkali
mendapatkan banyak permasalahan. Ada berbagai macam faktor yang
menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak-hak Narapidana tersebut.
Salah satu yang menjadi permasalahan mendasar adalah kelebihan
kapasitas hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering dikenal

dengan istilah overkapasitas (overcapacity) Lembaga Pemasyarakatan.

® https://core.ac.uk/download/pdf/77622212.pdf diunduh pada tanggal 15 Juni 2017 pukul
13.20 WIB

® Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
, 2013, him. 111
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Adapun dampak yang ditimbulkan akibat overkapasitas yang terjadi di
Lembaga Pemasyarakatan antara lain:*°

1) Kondisi internal Lembaga Pemasyarakatan mencakup infrastruktur
dan sumber daya manusia pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
yang minim;

2) Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang sangat tidak sebanding atau
tidak memadai dan hak-hak mutlak yang seharusnya narapidana
dapatkan menjadi tidak optimal,

3) Resiko tindakan kriminal di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

4) Kerentanan keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang mempermudah
terjadi kerusuhan;

5) Narapidana yang melarikan diri;

6) Maraknya praktik pemerasan yang dilakukan aparat birokrasi
Lembaga Pemasyarakatan;

7) Meninggalnya narapdana di dalam penjara; dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan di Indonesia sudah
masuk dalam situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hingga
kini, tidak ada solusi yang lebih baik dari Pemerintah dalam
menanggulangi overkapasitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari
monitoring Institute for Criminal Justice Reform, populasi penghuni
penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 dalam kurun
waktu 2004 hingga 2011, padahal kapasitas penjara hanya bertambah
kurang dari 2%. Pada Juli 2015, menurut Sistem Database Pemasyarakatan
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada sejumlah
178.063 penghuni yang tersebar di 477 Lembaga Pemasyarakatan atau
Rumah Tahanan dan 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-
persidangan. Kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah
Tahanan secara nasional sudah berkisar di angka 145%, namun
pada banyak penjara besar jumlah penghuni bisa mencapai angka 662%

19C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, him. 253
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dari kapasitas yang tersedia.™* Berikut adalah sejumlah data yang berkaitan
dengan overkapasitas Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan di

Indonesia, yaitu:

http://icjr.or.id/bom-waktu-kondisi-penjara-indonesia-Lembaga Pemasyarakatan-rutan-di-
indonesia-sudah-sampai-taraf-yang-mengkhawatirkan/ diakses pada tanggal 28 Maret 2017
pukul 18.20 WIB
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Gambar 1.1%
Data terakhir jumlah penghuni perkanwil bulan Mei 2017

(Warna merah menunjukan overkapasitas)

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 15.06
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Gambar 2.1

Laporan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba, Jakarta
Pusat bulan Mei 2017

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas
adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba di Jakarta Pusat.
Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba sebagai
lokasi penelitian karena Lembaga Pemasyarakatan ini telah terbukti
mengalami overkapitas. Maraknya pemberitaan mengenai dampak dari
overkapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan
yang ada Indonesia membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba, Jakarta Pusat. Adapun
yang melatarbelakangi penulis menjadikan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Salemba, Jakarta Pusat ini sebagai lokasi penelitian telah
didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sampai dengan bulan
Mei 2017 kapasitas penjara yang seharusnya hanya dapat menampung 572
orang, malah menampung hingga 1339 orang. Berdasarkan hasil
kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba, Jakarta

Pusat, data sementara yang didapatkan antara lain:
1) Narapidana hanya berjenis kelamin pria dewasa;
2) Paling banyak terlibat dalam kasus narkotika;
3) Belum pernah terjadi kerusuhan (hanya perkelahian);

4) Terkait dengan adanya overkapasitas menyebabkan hak narapidana

untuk mendapatkan layanan pembinaan menjadi tidak maksimal,
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keterbatasan fasilitas (sarana ibadah, jatah air, kamar yang tidak
sesuai dengan kapasitas ruangan, dan lainnya), keterbatasan petugas
Lembaga Pemasyarakatan (tidak terakomodir), serta pengawasan

yang terbatas;
5) Terdapat poliklinik serta satu dokter (terkait pelayanan kesehatan);

6) Paling banyak mengalami penyakit kulit, saluran pernapasan, HIV,

gigi dan mulut, dan saluran cerna;

7) Dalam hal penyampaian keluhan paling banyak karena utang-piutang,
gesekan antara narapidana (umumnya karena ruang gerak yang

terbatas yaitu kamar sempit; tidak sesuai kapasitas)

Terlihat bahwa kondisi yang ditimbulkan dari adanya overkapasitas sangat
jauh dari apa yang menjadi Standard Minimun Rules for Treatment of
Prisoners. Hal ini menyebabkan proses pembinaan serta potensi yang
dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak
narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu,
penulis hendak mengkaji mengenai overkapasitas yang terjadi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba, Jakarta Pusat dikaitkan dengan
pemenuhan hak-hak narapidana dengan mengangkat judul:

“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK
MENYAMPAIKAN KELUHAN YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG

PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN
OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IT A SALEMBA”
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RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

penelitian akan difokuskan pada masalah sebagai berikut:

1.

Apa saja faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba?

Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana sehubungan pelayanan
kesehatan dan menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Salemba yang mengalami overkapasitas?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penulisan penting untuk dikemukakan karena bertalian dengan

rumusan masalah dan judul dari penulisan itu sendiri. Adapun, tujuan dari

penelitian ini adalah:

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya overkapasitas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana sehubungan dengan
pelayanan kesehatan dan menyampaikan keluhan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1l A Salemba yang mengalami overkapasitas

Kegunaan Penelitian:

Melalui penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun,

kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan

serta menambah pemahaman dan pandangan masyarakat tentang
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serta dan dapat memberikan suatu hal yang berguna khususnya
pada perkembangan hukum di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada
khususnya, juga masukan bagi pemerintah dan aparat penegak
hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang
tepat dan efisien berkaitan dengan segala hal-hal terkait
pemenuhan hak-hak narapidana serta overkapasitas yang
terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan
Indonesia;

b. Memberikan  sumbangan  pemikiran pada Lembaga
Pemasyarakatan dalam hal membina narapidana dalam
Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas serta
saran atau alternatif untuk mengatasi overkapasitas dalam
penjara;

c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan

dalam bidang hukum khususnya penologi dan pemasyarakatan;

IV. METODE PENELITIAN

Metode mempunyai beberapa pengertian, (a) logika dari penelitian ilmiah,
(b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari
prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan logika dari
penelitian ilmiah dan pembelajaran prosedur dan teknik dalam suatu
penelitian. Adapun, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
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Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis-sosiologis. Ciri metode pendekatan yuridis-
sosiologis adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian
hukum dilakukan melalui cara berpikir induktif dan kriterium
kebenaran koresponden.™® Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata
masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba, Jakarta Pusat dengan
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang
kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada
akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu Penelitian yang
bertujuan menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang
dikemukakan melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisa data,
dan diberi penilaian secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada
tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain di

masyarakat.™

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini
adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan

penelitian lapangan (field research).

3 iona. N Supriatna, dan Johanes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung,
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009, him. 13.

¥ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, him. 25
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a. Penelitian kepustakaan (library research)

Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang
berhubungan dengan obyek penelitian dengan maksud untuk
memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk

dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan-bahan
hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang
diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari
norma-norma dasar dan peraturan).

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang
berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum
primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum
primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) seperti
hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah
para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang
bersifat ilmiah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep-
konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus,

ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan
data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan
langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian
penulisan hukum ini. adapun penelitian lapangan ini dilakukan

dengan cara:
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1) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus dan
langsung terhadap lokasi yang menjadi obyek penelitian
yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba serta
pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau
beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan
maksud mendapatkan data yang diperlukan, untuk
memecahkan persoalan yang dihadapi.

2) Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat
diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet.
Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka.
Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner
tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan
jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan
menjawab secara langsung.(Sugiyono, 2008: 142).
Kuesioner ini ditujukan kepada 100 Narapidana dan 5
Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui
persepsi responden tentang pemenuhan hak narapidana
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk
menyampaikan keluhan dikaitkan dengan overkapasitas di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Salemba.
3) Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-
pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini
yaitu Kepala Sub Seksi (KASUBSI) Registrasi Lembaga
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Pemasyarakatan Kelas 1l A Salemba, Kepala Seksi
Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba , serta Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A

Salemba.

4) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-
bahan berupa dokumen, buku-buku berisi pendapat dan
teori, serta rekaman suara dan atau video yang sifatnya

mendukung penyusunan penulisan ini.

V. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB |

BAB Il

BAB I11

BAB IV

Berisikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Berisikan tentang tinjauan umum hak asasi manusia
dikaitkan dengan hak-hak narapidana yang diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, serta
mengenai  overkapasitas yang terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan.

Peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan
observasi, kuisioner, dan dokumentasi ke beberapa

narapidana, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Penulis akan menggunakan hasil studi lapangan untuk
menganalisa faktor penyebab terjadinya overkapasitas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1l A Salemba serta
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BAB V

pemenuhan hak narapidana berupa memperoleh pelayanan
kesehatan yang layak serta hak untuk menyampaikan

keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Salemba.

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup,
yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari skripsi ini.
Kesimpulan di buat berdasarkan penjabaran dari bab-bab
sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran
yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam

penulisan ini.
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